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P U T U S A N

Nomor 1616/Pdt.G/2023/PA.Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara; 

Pemohon  ,  umur  47  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxx  xxxxxx  xxxxx,

Pendidikan  Sekolah  Dasar,  tempat  kediaman  di

Melikan  Rt.002  Rw.  011  Desa  Melikan  Kecamatan

Wedi Kabupaten Klaten sebagai  Pemohon;

m e l a w a n

termohon  , umur 49  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,

Pendidikan  Sekolah  Dasar,  tempat  kediaman  di

Jambanan  Rt.002  Desa  Jambanan  Kecamatan

Sidoharjo Kabupaten Sragen sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon  serta  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  16

November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten

dengan Register Nomor 1616/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 16 November  2023

telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah  menikah dengan Termohon pada tanggal  20

Agustus 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan  Sidoharjo,  Kabupaten  Sragen  berdasarkan  Kutipan

Akta Nikah Nomor 300/31/VIII/2003 tanggal 20 Agustus 2003;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon

berstatus perawan;
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3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman

di rumah Pemohon sendiri  di  alamat Pemohon tersebut di atas sampai

dengan bulan Juni 2010 dan sudah melakukan hubungan suami-istri dan

dikaruniai 2 orang anak bernama: 

a. x lahir tanggal 08-09-2004

b. xx lahir  tanggal  29-04-2011,  dan kedua anak tersebut sampai

sekarang diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun

dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2008 keharmonisan rumah tangga

Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan: 

a. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga yakni Termohon susah

diatur  oleh  Pemohon dalam segala  hal  dan  setiap  dinasehati  oleh

Pemohon,  Termohon  selalu  membantah  dan  cenderung  berani

melawan Pemohon;

b. antara  Pemohon  dan  Termohon  terus  menerus  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran,  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup

rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa  sejak  bulan  Juni  2010  terjadi  pisah  tempat  kediaman

disebabkan  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  sampai  sekarang

sudah  berlangsung  selama  13  tahun  5  bulan  dan  selama  itu  antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada

yang berusaha untuk rukun kembali;

6. Bahwa  Pemohon  sudah  berusaha  minta  bantuan  keluarga  guna

menyelesaikan  perselisihan  dan  pertengkaran  rumah  tangga,  namun

usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan

cerai  talak  terhadap  Termohon  dengan  alasan  antara  Pemohon  dan

Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;
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Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Klaten  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  sebagai

berikut:

PRIMER 

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan

talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang

Pengadilan Agama Klaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

SUBSIDER 

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa, pada  hari  sidang yang  telah  ditetapkan  Pemohon  datang

menghadap,  akan  tetapi  Termohon  tidak  datang  menghadap  dan  tidak

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya tanpa alasan

yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut

dengan relaas tanggal  20 Nopember 2023 dan  01 Desember 2023;

Bahwa,  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  menasihati

Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil,

sedangkan mediasi  tidak dapat  dilaksanakan karena Termohon tidak hadir,

kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk  menguatkan  dalil-dalilnya  Pemohon  telah  mengajukan

alat bukti surat berupa:

A. Surat 

1. Fotokopi  Kartu   Tanda  Penduduk  Pemohon  NIK

3310031811750003 tertanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan di

Kabupaten  Klaten  yang  bermeterai  cukup  dan  telah  sesuai  dengan

aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor di  300/31/VIII/2003 tanggal

20  Agustus  2003  yang  dikeluarkan  Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, yang bermeterai cukup dan
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telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :  

1. Waginem  binti  ,  umur ….  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  ….,

bertempat  tinggal  di  Dusun  Melikan  RT.002 RW. 011 Desa Melikan,

Kecamatan Wedi,  Kabupaten Klaten.  telah  memberikan keterangan di

bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  Pemohon dan  Termohon  karena  karena  saksi

adalah  paman Pemohon;

-  Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri

yang menikah pada tahun 2003;

-  Bahwa,  setelah menikah Pemohon dan Termohon  bertempat  tinggal

bersama di rumah Pemohon;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2

orang anak, ikut Termohon;

-  Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan

Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak rukun,

sering terjadi  pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur oleh

Pemohon;

-  Bahwa saksi  pernah  melihat  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar; 

-  Bahwa sejak 13 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon

terjadi  hidup  pisah,  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  dan

pulang ke rumah orangtua Termohon;

-  Bahwa,  pihak  keluarga sudah  berusaha  untuk  merukunkan

Pemohon  dan  Termohon  agar  tidak  bercerai,  akan  tetapi  tidak

berhasil;

2. Sugiyem  binti  ,  umur ….  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  ….,

bertempat  tinggal  di  Dusun  Melikan  RT.002 RW. 011 Desa Melikan,

Kecamatan Wedi,  Kabupaten Klaten.  telah  memberikan keterangan di

bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada

pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa,  saksi  kenal  Pemohon dan  Termohon  karena  karena  saksi

adalah  paman Pemohon;

-  Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri

yang menikah pada tahun 2003;

-  Bahwa,  setelah menikah Pemohon dan Termohon  bertempat  tinggal

bersama di rumah Pemohon;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2

orang anak, ikut Termohon;

-  Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan

Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak rukun,

sering terjadi  pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur oleh

Pemohon;

-  Bahwa saksi  pernah  melihat  Pemohon  dan  Termohon

bertengkar; 

-  Bahwa sejak 13 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon

terjadi  hidup  pisah,  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  dan

pulang ke rumah orangtua Termohon;

-  Bahwa,  pihak  keluarga sudah  berusaha  untuk  merukunkan

Pemohon  dan  Termohon  agar  tidak  bercerai,  akan  tetapi  tidak

berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti

yang telah diajukan tersebut;

Bahwa,  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulannya  yaitu  tetap

dengan  pendiriannya  untuk  bercerai  dengan  Termohon  dan  selanjutnya

mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada

berita  acara  sidang  dan  untuk  seperlunya  dianggap  telah  tercantum serta

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang
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Nomor  7  Tahun  1989  beserta  penjelasannya  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan

Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai  dengan perundang-undangan

yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada

bantahan  ataupun  keberatan  dari  Termohon,  didukung  dengan  keterangan

saksi-saksi  maka  terbukti  bahwa  Termohon  beralamat  di  wilayah  hukum

Kabupaten Klaten, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun 1989 yang telah  diubah dua kali  dengan Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

Pemohon  telah  tepat  mengajukan  permohonannya  ke  Pengadilan  Agama

Klaten;

Menimbang,  bahwa   Hakim  telah  berupaya  untuk  mendamaikan

Pemohon  dan  Termohon  dengan  cara  menasehati  Pemohon  agar  tidak

bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  hanya  satu  pihak  yang  hadir  di

persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan; 

Menimbang,  bahwa  karena  ternyata  Termohon  meskipun  telah

dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut

hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak

pula  menjawab  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  sehingga  menurut  fiksi

hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya,

akan  tetapi  oleh  karena  perkara  a  quo adalah  perkara  khusus  mengenai

perceraian,  maka  sejalan  dengan  penjelasan  Pasal  27  ayat  (4)  Peraturan

Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975 Jo  Pasal  163 HIR,   Hakim berpendapat

Pemohon dibebani  wajib  bukti,  untuk itu  Pemohon telah  mengajukan bukti

surat-surat dan dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  bertanda  P.1  dan  P.2  yang  berupa

fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah
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dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal

3  Undang-Undang Nomor  10  Tahun 2020 serta  Pasal  1888  KUH-Perdata,

sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1 (Fotokopi  Kartu  Tanda

Penduduk Pemohon) telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar

sesuai permohonannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  bertanda  P.2,  terbukti

bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami  isteri  yang terikat  dalam

perkawinan  yang  sah  sejak  20  Agustus  2003  sehingga  mempunyai  legal

standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan  dua  orang saksi dan

dari  keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah

terungkap  fakta  yang  pada  pokoknya  menguatkan  dalil  permohonan

Pemohon;

Menimbang,  bahwa  hakim  dan  pihak  keluarga  telah  tidak  berhasil

menasihati  Pemohon  agar  tidak  bercerai  dengan  Termohon,  pula telah

ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian

hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah

tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  setelah  memperhatikan  dalil-dalil  permohonan

Pemohon,  bukti  surat  serta  keterangan  saksi-saksi  Pemohon dan

persangkaan hakim, maka Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta

hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri

yang telah menikah secara resmi dan tercatat pada tanggal  20 Agustus

2003;

2. Bahwa  selama  berumah  tangga  Pemhon  dan  Termohon  sudah

dikaruniai 2 orang anak; 

3. Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sering  terjadi

pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur oleh Pemohon;
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4. Bahwa sejak bulan  Juni 2010  antara Pemohon dan Termohon terjadi

hidup pisah,  Termohon pergi  meninggalkan Pemohon sampai  sekarang

sudah berlangsung selama 13 tahun 5 bulan dan;

5. Bahwa saksi sudah  berusaha menasihati, namun Pemohon bersikeras

untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam hal  perceraian tidak lagi  dipermasalahkan

siapa yang bersalah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga, namun

yang dilihat apakah perkawinan yang bersangkutan masih dapat diharapkan

rukun kembali, dalam perkara in cassu apabila perkawinan ini dipertahankan

justru akan menyiksa bathin kedua belah pihak, yang demikian tidak boleh

terjadi karena sesorang tidak boleh memadlaratkan orang lain;

Menimbang,  bahwa dalam Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  disebutkan  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  mewujudkan

kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang  Maha  Esa,  begitu  pula  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan

bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  sebagaimana  dikehendaki  oleh  al-Qur’an

surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن أياته ومن

يتفكرون لقوم ليات ذلك في إن ورحمة

Artinya:  “Dan  diantara  tanda-tanda  kebesaranNya  ialah  Dia  menciptakan

untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya dan menjadikan diantaramu rasa kasih

dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan kemaslahatan bagi  suami  maupun istri,  tetapi  dengan melihat

kondisi rumah tangga  Pemohon dengan  Termohon sebagaimana tersebut di

atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan

batin  baik  bagi  Pemohon maupun  Termohon,  karena  itu  perceraian  dapat
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menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang,  bahwa  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia  Nomor  04  Tahun  2014  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil

Rapat  Pleno  Kamar,  khususnya  Rumusan  Kamar  Agama  angka  4

menyatakan:  ”Permohonan  cerai  dapat  dikabulkan  jika  fakta  menunjukkan

bahwa rumahtangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara

lain: sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang

baik  antara  suami  istri,  salah  satu  pihak  atau  masing-masing  pihak

meninggalkan  kewajibannya  sebagai  suami  istri,  telah  terjadi  pisah

ranjang/tempat  tinggal  bersama,  dan  hal-hal  lain  yang  ditemukan  dalam

persidangan (seperti  masalah  tempat  tinggal,  dll).  Surat  Edaran  tersebut

kemudian  disempurnakan  lagi  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI

Nomor  3  Tahun  2018,  juga  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat

Pleno  Kamar,  khususnya  Rumusan  Kamar  Agama  huruf  A angka  1  yang

menyatakan bahwa “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan

seksama  dalam mengadili  perkara  perceraian,  karena  perceraian  itu  akan

mengakhiri  lembaga  perkawinan  yang  bersifat  sakral,  mengubah  status

hukum dari  halal  menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat

dan  menyangkut  pertanggungjawaban  dunia  akhirat,  oleh  karena  itu

perceraian  hanya  dapat  dikabulkan  jika  sudah  pecah  (broken  marriage)

dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  fakta-fakta  di  atas,  yaitu  tidak

berhasilnya  usaha  damai  pihak  keluarga,  terpisahnya  Pemohon  dengan

Termohon selama  13 tahun lebih  tanpa komunikasi  yang baik,  serta kedua

belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami

istri,  maka  indikator-indikator  pecahnya  rumahtangga  Pemohon  dengan

Termohon telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang,  bahwa  fakta-fakta  tersebut  di  atas  telah  menunjukkan

bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan

tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para

pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang

dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;
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Menimbang,  bahwa pada dasarnya menurut  ajaran Islam perceraian

merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri

sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan

dan  saling  membenci  sebagaimana  yang  dialami  oleh  Pemohon  dan

Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan

maksud firman Allah dalam suat al-Baqarah ayat 227;

ّ فاَنِّ الطلَّقَ عزََمُوا واَنِ علَيِمٌ سَمِيعٌ هَٰالل

Artinya:  “Dan  jika  mereka  berazam  (berketetapan  hati)  untuk  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,

permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta

memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal

19  huruf  (b)  Peraturan  Pemerintah  9  Tahun  1975  Jo.  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan

hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan  Pasal 125

HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa dalam hal  ini  sesuai  pula dengan pendapat  ahli

Hukum  Islam  dalam  kitab  al-Anwar  Juz  II  halaman  55  yang  diambil  alih

sebagai Pendapat  Hakim dalam putusan ini yaitu:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya :  “Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau

tidak  diketahui  tempat  kediamannya,  maka  perkaranya  boleh

diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Hakim  berpendapat  Permohonan  Pemohon  telah  cukup  alasan  dan  tidak

dapat  dirukunkan  lagi.  Untuk  itu  Permohonan  Pemohon  patut  untuk

dikabulkan; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  menyangkut  bidang

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon; 
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Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi  izin kepada Pemohon(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak

satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan  sidang

Pengadilan Agama Klaten;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari

Kamis  tanggal  07 Desember   2023  Masehi,  bertepatan dengan tanggal  23

Jumadil  Awal  1445 Hijriyah,  oleh  kami  Rusdi,  S.Ag.,M.H. sebagai  Hakim

Tunggal, berdasarkan  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian

Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal  tersebut

dan  dibantu  oleh  Leny  Legawati,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim 

            

Rusdi, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,
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   Leny Legawati, S.H.  

Rincian Biaya Perkara: 

1. Biaya pendaftaran : Rp.        30.000,00
2. Biaya proses : Rp.        75.000,00
3. Biaya panggilan : Rp.       425.000,00
4. Redaksi : Rp.        10.000,00
5. Meterai : Rp.        10.000,00
6. PNBP : Rp.            20.000,00  
Jumlah : Rp.       570.000,00

Terbilang (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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